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BAB I
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Sejak  berakhimya "Boom minyak" pada awal tahun 80-an. sumber

penerimaan negara yang semula didominasi oleh sekior minyak bumi dan gas alam
(sektor migas), beralih kesektor non migas.
Scjak saal itu scktor non migas diharapkan  dapat berperan menjadi sumber
pembiayaan pembangunan yang utama, terutama pajak sebagai salah satu sumber
penerimaan negara, sekior pajak merupakan pilihan yang tepat karena disamping
jumlah yang relatif stabil dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat
membiayai pembagunan, oleh karena itu sektor pajak karena merupakan sumber
penerimaan negara yang sangal penting dalam rangka menuju pembiayaan
pembangunan yang mandini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap
pinjaman yang berasal dari luar negert.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menggali potensi
penerimaan  mengarah  disektor perpajakan  adalah  dengan mencanangkan
Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), pada tahun 1983 yang berisikan
tiga undang-undang vyaitu undang-undang no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang
Pajak Pengahasilan (PPH), dan undang-undang no. 8 tahun 1983 tetang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM).
Pembahasan sistem perpajakan nasional yang pertama ini dinilai berhasil dalam
menarik dana dari masyarakat . Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan
penerimaan pajak yang dicapai dalam 10 tahun setelah diadakan tax reform tahun
1983, Perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan dalam negeri yang
pada tahun 1984/1995 scbesar 20,7%. sepulub tahun kemudian tahun 1994/1995
prosentase tersebut meningkat 56.9% jika dibandingkan antara penerimaan pajak

dengan penerimaan migas pada tahun 1994/1995 meningkat menjadi 269.5%.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Tetapi dibalik keberhasilan tersebut masih banyak kekuranganya antara lain
adalah pemungutan pajak lebih condong kefungsi budgeteir dari pada fungsi
pemerataan, schingga Implitasinya pajak sering  dirasakan sebagai beban oleh
masyarakat. Disamping itu untuk, megantisipasi tantangan yang timbul dimasa akan
datang akibat dari Globalisasi dan perkembangan yang terjadi diperlukan suatu
peraturan perundang-undagan yang okomodatif untuk mengaltasi, kekurangan dan
mengantisipasi  perubahan dan tantangan dimasa yang akan datang. Pemerintah
mengeluarkan undang-undang no. 9 tahun 1994 tlentang Ketentuan Umum dan Tata
cara  Perpajakan (KUP), undang-undang no 10 tahun 1994 Tentang  Pajak
Penghasilan (PPh), undang-undang no. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dan undang —undang no.
12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai tax reform kedua.
Keempat undang-undang ini merupakan dasar hukum perubahan undang-undang
perpajakan yang telah dikeluarkan scbelumnya.

Pada sistem perpajakan ini Indonesia menganut self assessment system yaitu
suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib
pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak vang harus di
setorkan, jadi penckanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan
melaporkan jumlah pajak yang terutang dan pemerintah dalam hal ini Directorat
Jendral pajak sebagai otoritas pajak fiskus. tidak turut campur dalam menentukan
besarnya pajak yang terulang, otoritas pajak fiskus bersifat pasif dan hanya
memberikan penerangan penpawasan dan koreksi (crhadap kesalahan-kesalahan yang
dilakukan wajib pajak. Untuk meringankan para wajib pajak dalam memenuhi sistem
perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata kerja pembayaran
pajak dengan cara " Angsuran Pajak”.

Masalah angsuran pajak ini diatur dalam pasal 25 Undang-undang Republik
Indonesia no. 10 tahun 1994 tentang angsuran pajak penghasilan fasilitas angsuran
pajak ini merupakan kesempatan yang baik bagi setiap wajib pajak karena dalam

penetapan besarnya angsuran pajak perbulannya tidak dikenai bunga sehingga para
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wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang cukup besar masih
bisa menerima manfaat sebesar minimal sama dengan bunga bank yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment
system dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang seharusnya disetorkan dan pemberian fasilitas angsuran ( pajak penghasilan PPh
pasal 25) tersebut mengandung banyak kelemahan salah satunya adalah sering disalah
gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan misalnya dengan maraknya
pemberitaan media masa tentang penggelapan pajak atau pemalsuan Surat Sctoran
Pajak (SSP). Hal ini juga terlihat dengan banyaknya surat edaran yang dikeluarkan
oleh Dirjend pajak sebagai penegasan atas pengadministrasian SSP.

Penulis juga melihat bahwa tingkat kepatuhan dilingkungan KPP Pamekasan
masih kurang, terlihat pada laporan kepatuhan pembayaran masa badan bulan
November 1999 hanya 38.62% dan bulan Oktober 1999 40 34% (terlampir).

Dari prosentase kepatuhan tersebut dapat distimpulkan bahwa kepatuhan wajib
pajak di KPP pamekasan masih perlu ditingkatkan lagi walaupun setiap bulannya
mengalami penigkatan dan telah mencapai target yang direncanakan untuk wilayah
KPP Pamekasan sedangkan masalah pelaporan SSP lembar ke-2 masih terdapat
ketidakbenaran  dan  kurang lengkapnmya  pengisian  dan pelaporan  Surat
Pemberitahuan (SPT) masa.

Hal tersebut merupakan kendala yang harus dapat diselesaikan untuk dapat
lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dan sebagai
alasan itulah penulis mengambil judul "Pengawasan Sebagai Upaya Mempertahankan
dan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (pajak penghasilan pasal 25) di

Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan”.
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1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1. Tujuan Program Magang

Berdasarkan kurikulum dimana magang dengan nilai kredit 4 sks mempunyai

tujuan yang nantinya sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang meliputi sebagai

berikut:

I

Diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja selama magang
dikantor pelayanan pajak Pamekasan sehingga nantinya tidak canggung lagi jika
benar-benar terjun didunia usaha yang sebenarnya.

Mahasiswa  dapat  mengetahui  prosedur kerja  pengawasaan  dalam  hal
penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan masa

Mengetahui bagaimana prosedur kerja penerimaan dan penatausahaan  surat
setoran pajak penganhasilan badan

Mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak
Pamekasan khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25
Mengetahui Kendala apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
di kantor pelayanan pajak Pamekasan khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak
badan PPh pasal 25 dan mampu mencarikan alternatif pemecahan masalah dengan

memberikan masukan dan saran kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak

Pamekasan.

1.2.2. Kegunaan Program Magang

Kegunaan program magang sebagai salah satu syarat untuk membuat laporan

ini mempunyai kegunaan

l.

Mahasiswa dapat memahami tentang berbagai aspek perpajakan di kantor
pelayanan pajak Pamekasan, khususnya aspek perpajakan yang berhubungan
dengan kegiatan badan usaha.

Untuk menambah, memantapkan dan mengembangkan wawasan tenfang praktek
perpajakan di kantor pelayanan pajak Pamekasan dengan segala kelebihan dan

keanekaragaman sesuai dengan peratuan perundang-undangan perpajakan.
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BAB 1I
KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori
2.1.2. Pengertian

Pengawasan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dr. H. Arifin
Abdulrachman adalah suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui
hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki, kemudian mencegah
terulangnya kembali kesalahan dan kegagalan terschut schingga pelaksanaanya
tidak berbeda dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya (James M.
Mutabarat,1995).

Menurut Dr. SP. Siagian, MPA merumuskan pengawasan sebagai proses
pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya
semua pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana (James
M. Mutabarat, 1995)

Sedangkan arti pengawasan yang kami ketahui dari buku prosedur kerju
pengawasan  pembayaran masa  adalah serangkaian kegiatan pemantavan,
penatausahaan, penelaahan, penyusunan laporan efektif pembayaran masa atau
penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa dalam rangka
pengamanan dan mempertahankan kepatuhan untuk pemenuhan  kewajiban
perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Anonim,1999).

Pajak seperti yang dikatakan oleh prof. Dr. Rahmat Soemitro,SH adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat Jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum (Mardiasmo,1992).

Dart difinisi tersebut Mardiasmo, 1992 dalam bukunya yang berjudul
Pengantar Perpajakan menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur sebagai
berikut:
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1. Juran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, juran tersebut berupa uvang
bukan barang

2. Berdasarkan undang-undang,
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serria
aturan pelaksanaanya

3. Tanpa jasa timbal balik / kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukan
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepatuhan berasal dari kata patuh (kata sifat) yang artinya suka menurut,
taat (pada perintah, dsb) yang memperoleh imbuan ke-an menjadi kepatuhan
(kata sifat) yang artinya sifat patub, ketaatan (Daryanto S.S., 1997).

Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak (badan) adalah tingkat ketaatan wajib
pajak (badan) setelah dikukuhkan menjadi  pengusaha kena pajak untuk
memenuhi /melaksanakan kewajiban perpajakan misalnya menghitung sendiri,
membayar, melaporkan pajak terutang dalam suatu massa pajak maupun dalam
suatu tahun pajak.

PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang terutang dalam tahun
berjalan yang pembayaranya dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan cara
menghitung, membayar dan mclaporkan pajak yang terutang dalam satu bulan

takwin

2.2 Landasan Normatif
Pajak mempunyai latar belakang falsafah, falsafah pajak ini lebih lanjut
lagi berdasarkan falsafah negara yaitu pancasila pasal 23 ayat 2 UUD 1945

merupakan dasar hukum pungutan pajak yang berbunyi « segala pajak untuk

kegunaan kas negara berdasarkan undang undang™.
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2.2.1 Sistim Pemungutan Pajak Penghasilan

Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan (lembaran negara tahun 1994 tambahan lembaran negara no. 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no. 9 th. 1994
(lembaran negara tahun 1994 no 59 tambahan lembaran negara no. 3566) dan
Undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang no. 7 tahun 1991 yang diubah dengan Undang-
undang no. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan khususnya pasal 25.

2.2.2 Istilah Dalam Perpajakan

Dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdapat
pengertian-pengertian  atau istilah yang telah baku, istilah-istilah tersebut
meliputi:

Wayib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan - perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan
kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak lertentu

Budan adalah suvatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi
koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, BUT, serta
bentuk usaha lainnya.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwin kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Nomer Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  adalah suatu sarana dalam
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak, sebelum memenuhi kewajiban wajib pajak harus sudah dipenuhi.
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2.2.3 Subyck Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Badan)

Subyek PPh pasal 25 badan adalah badan yaitu suatu bentuk badan usaha
yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainya . badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma kongsi koperasi yayasan atau organisasi yang scjenis lembaga, dana
pensiun , Badan Usaha Tetap (BUT), serta bentuk usaha lainya yang didirikan
atau berkedudukan di Indonesia

Yang tidak termasuk sebagai subyek pajak badan adalah
1. Badan perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia (kep. Men. keu. No. 61 1/kmk04/ 1994),

2.2.4 Obyek pajak penghasilan (PPh badan)

Obyek pajak penghasilan (PPh badan) adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai
untuk konsumtif atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk wajib pajak badan penghasilan meliputi:
I. Penghasilan dari usaha dan kegiatan misalnya penghasilan dari dagang,
industri, jasa dan lain-lain.
2. Penghasilan dari luar usaha / penghasilan dari modal
a. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lainya schubungan
dengan jaminan pengambilan utang, baik yang dijanjikan maupun tidak
yang diterima atau di peroleh wajib pajak ( pasal 4 ayat 1 huruf f dan
pasal 4 ayat 2 UU PPh)
b. Dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

diterima atau diperoleh wajib pajak selaku pemegang saham atau
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pemegang polis asuransi dan anggota koperasi kecuali ditentukan tidak

termasuk obyek pajak ( pasal. 4 ayat | huruf ¢ dan avat 3 huruf f serta

huruf h UU PPh )

Royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau

diperoleh wajib pajak sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak

kepada pihak lain, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan

¢ Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek
dagang formula atau rahasia peusahaan:

¢ Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri,
komersial dan ilmu pengetahuan:

¢ Informasi, yaitu informasi vang belum diungkapkan secara umum,
walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang
industri, atau bidang usaha lainya.

( ps. 4 ayat | huruf h. UU PPh)

Sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak

schubungan dengan poenggunaan harta eleh pihak lain. ( ps. 4 ayat |

huruf i. dan ayat 2 UU PPh )

Keuntungan dari penjualan atau pengalian harta, adalah penghasilan yang

diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan penjualan atau

pengalian harta (pasal 4 ayat | huruf d dan ayat 2 UU PPh).

Penghasilan dari lain-lain sclain yang disebutkan diatas . misal :

|

keuntungan pembebasan-pembebasan utang

pemeriksaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebaskan sehagai
biaya

hadiah yang diundi

penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan.

(pasal. 4 UU PPh)
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Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak

Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah harta termasuk setoran tunai

vang diterima sebagai penggaanti saham atau pengganti penyetoran modal yang

meliputi:

l.

Bantuan /subangan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sepanjang tidak
dalam rangka hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan
penguasaan pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 3 hurul’ a angka |
Uu PPh).

Hibah yang diterima oleh badan pendidikan, badan sosial badan keagamaan,
pengusaha kecil termasuk koperasi sebagaimana di maksud dalam keputusan
menteri keuangan no. 604 / KMK 04/ 1994 tanggal 21 Desember 94
scpanjang tidak dalam rangka hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaha antara pthak yang bersangkutan. ( ps. 4 ayat 3 hurul a
.angka 2 UU PPh)

luran dan pengahasilan tertentu vang diterima dana pensiun yang telah
disahkan oleh menteri kenangan. ( ps. 4 ayat 3 huruf g UU PPh jo kep. Men.
Keu No. 651/KMK. 04/1994)

Deviden yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas termasuk
perusahaan reksa dana sabagai wajib pajak dalam negeri, koperasi yayasan
/organisai sejenis BUMN atau BUMD yang berasal dari koperasi yayasan
atau badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan diindonesia . ( ps.
4 ayat 3 huruf f. UU PPh)

Biaya Obligasi yang diterima perusahaan reksa dana adalah penghasilan yang
diterima atau diperoleh reksa dana dari penanaman modal berupa obligasi . (
ps. 4 ayat 3 hurufi. UU PPh)

Bagian laba yang diterima modal ventura adalah deviden atau bagian laba
yang berasal dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya

yang merupakan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan keputusan
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menteri keuangan nomer 250 / KMK .04 / 1995 tanggal 2 jumi 1995  ( ps.
4 ayat 3 hurufj UU PPh)

7. Lain-lain

Biaya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Dalam pasal 6 untuk mendapatkan besarnya penghasilan kena pajak dihitung

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang meliputi;

1.

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya
Gaji, upah, bonus hadiah gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya.

( ps. 6 ayat | huruf a dan g UU PPh 10 kep. Men. Keu. No. 633/KMK.
04/1994).

Penyusutan dan amortisasi

Jumlah penyusutan dan amortisasi selain yang telah dibebankan pada
penghitungan harga pokok produksi, termasuk amortisasi atas pengeluaran
yang nyata-nyata dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyal masa
manfaat lebih dari 1 tahun Bagi wajib pajak yang memperoleh keputusan
Dirjend pajak tentang penetapan daerah terpencil sebagaimana yang
dimaksud dalam Kep. Men. Keu. No. 633/KMK. 04/1994 dapat melakukan
penyusutan atas pengeluaran untuk pembangunan sarana dan/atau prasarana
yang mempunyai masa manfaat lebih dari | tahun,

( pasal. 9 ayat 2, pasal 11 dan pasal | lhuruf a UU PPh jo pasal 11 PP. No.47
tahun 1994 jo Kep. Men. Keu. No. 82/KMK. 04/1995),

luran kepada dana pensiun yang pendirianya telah disahkan oleh menteri
keuangan

Kerugian karena penjualan pengalian harta yang dimiliki dan digunakan olch
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memeihara
penghasilan, tidak termasuk penjualan/pengalian harta yang dikenakan PPh
bersifat final (pasal 6 ayat 1 huruf d UU PPh).

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
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6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan vang dilakukan di Indonesia

7. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan

2.2.5 Nomor Pokok wajib pajak

Nomer Pokok Wajib  Pajak (NPWP)  adalah suatu  sarana dalam
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak, sebelum memenuhi kewajiban wayib pajak harus sudah dipenuhi,

Syarat syarat memperoleh NPWP untuk wajib pajak
I. Mengisi dan menyerahkan formulir pendafiaran
Menyerahkan fotocopy akte pendirian atau akte perubahan

Menyerahkan fotocopy surat ijin tanda usaha atau surat keterangan domisili

PN N

Menyerahkan fotocopy tanda bukti adanya BUT misal surat lain yang
dikeluarkan departemen perdagangan

5. Menyerahkan fotocopy NPWP pusat bagi berstatus cabang

6. Surat kuasa bagi yang dikuasakan melalui orang lain

Setelah memenuhi bukti persayaratan yang diminta maka wajib pajak
badan menyerahkan bukti persyaratan tersebut diseksi tata usaha perpajakan
setelah di proses selama kurang lebih I(satu) hari wajib pajak badan akan
menerima bukti pendaftaran dan kartu NPWP badan.

Karena adanya suatu hal wajib pajak ingin menghapus NPWPnya harus
memenuhi syarat mengisi formulir perubahan data wajib pajak badan serta
melampirkan
¢ Akte perubahan yang dikukuhkan dengan surat keterangan pembubaran dari

lembaga badan atau instansi yang berwenang
¢ Neraca likwidasi atau pembubaran
¢ Dokumen pendukung tentang hilangnya status keberadaan di Indonesia
Penghapusan ini bukan berati hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak

badan menjadi tidak ada, melainkan tetap melekat sesuai ketentuan yang berlaku.
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Kewajiban Wajib Pajak setelah Memperoleh NPWP

Berkenaan dengan telah diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), perlu diketahui ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan,
sehubungan dengan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25.

Setiap bulan Wajib Pajak harus melakukan angsuran bulanan yang
maksudnya agar pada akhir tahun pajak, beban pajak tidak terlalu berat.
Angsuran  bulanan harus dibayar sclambat-lambatnya tanggal 14 bulan
berikutnya dan pelaporannya sclambat-lambatnya tanggal 20 bulan bertkutnya.

Keterlambatan membayar akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT ialah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melampirkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang
undang perpajakan
Macam-macam SPT dan sanksi yang dikenakan Jika terlambat dalam
penyampaian SPT
- SPT masa yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
memberitahukan pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau pada suatu
saat, SPT masa disampaikan selambatnya-lambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya

= SPT tahunan ( untuk wajib pajak formulir 1771) yaitu surat yang digunakan
wajib pajak untuk memberitahuan pajak yang ferutang dalam satu tahun

pajak, SPT tahunan disampaikan sclambat-lambatnya tanggal 31 bulan
berikutnya

Sangsi kerterlambatan atau tidak menvampaikan SP1
- Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenai denda untuk SPT
masa sebesar Rp 25.000,00 dan untuk SPT tahunan sebesar RP. 50.000,00
- Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak

lengkap atau melampirkan SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

wajib pajak schingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana
dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun (2 tahun) dan denda
setingginya 2 kali jumlah pajak yang lerutang

- Wajib pajak badan tidak menyampaikan SP1 atau menyampaikan SPT dan
atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 5 tahun dan didenda setingginya 4 kali jumlah

pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar

2.2.7 Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak ( SSP ) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembiayaan atau penyetoran pajak terutang ke kas negara atau
bertempat pembayaran lain yang ditetapkan olch menteri keuangan (- bank
persepsi kantor pos dan giro).
Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) antara lain:
a. Sebagai sarana pembayar pajak;
b. Sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak.
Batas waktu dan sangsi keterlambatan pembayaran pajak

Batas waktu pembayaran pajak yang terutang PPh pasal 25 badan tanggal
15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir, apabila dalam hal
tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran atau
penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap  keterlambatan
pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang

dihitung sejak saat jatuhnya tempo.

2.2.8 Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pada dasarnya menghitung PPh wajib pajak badan hampir sama dengan
PPh wajib pajak perscorangan hanya saja dalam menentukan besarnya

Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak lag; dikurangi Penghasilan tidak Kena Pajak
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(PTKP) dari penghasilan Netto badan usaha atau laba bersih perusahaan, jika

terjadi  kompensasi  kerugian yang perlu diperhitungkan maka besarnya

penghasilan kena pajak akan sama dengan jumlah penghasilan nettonya..

Beberapa ketentuan pelaksanaan PPh pasal 25

Setelah mengetahui selisih pajak yang terutang pada tahun yang lalu,
dengan kredit pajak berupa pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan
pasal 22, pajak penghasilan 23 dan pajak penghasilan pasal 24, maka kita
dapat mengetahui besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
perbulannya pada tahun sekarang yaitu sebesar sclisih pajak dibagi 12

Jadi perhitungan PPh pasal 25 apabila dibuat skema adalah sebagai
berikut:

Jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang pada akhir periode XXX
Dikurangi dengan kredit pajak

I PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh pasal 21) XXX

2. PPh yang dipungut pihak lain (PPh pasal 22) XXX

3. PPh yang dipotong pemberi lain (PPh pasal 23) XXX

4. Kredit PPh luar negeri (PPh pasal 24) XXX

5. PPh yang dibayar sendiri (PPh pasal 25) XXX (+)

XXX (-)

Selisih XXX

Jadi,  Angsuran tiap bulan adalah selisih - 12

Batas waktu penyampaian SPT PPh adalah 3 bulan setelah tahun pajak
terakhir hasil perhitungan angsuran pajak tidak boleh lebih kecil dari rata
rata angsuran bulanan, tahun pajak yang lalu
Angsuran bulanan yang menggunakan surat keletapan pajak jika ada
ketetapan pajak dihitung menurut SK terakhir
Dalam hal tertentu Direktur jendral pajak memberikan wewenang untuk

menyerahkan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus di bayar
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sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang besar angsuran bulanan

pada tahun berjalan mendekati kewajaran

Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN. BUMD, dan wajib

pajak tertentu lainnya.

Sesuai pasal 25 ayat 7 undang-undang PPh 1995, perhitungan PPh pasal

25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya

ditetapkan oleh menteri keuangan, berdasar keputusan menteri nomer

603/KMK/04/1994 besarnya angsuran PPh pasal 25 sctiap bulan:

. Wajib pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari
penerapan 10% atas penghasilan netto sebulan yang disetorkan dibagi 12,

2. Wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi sebesar laporan
kevangan triwulan terakhir yang disetorkan dibagi 12.

3. Wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan
wajib pajak  baru adalah sebesar jumlah PPh terhutang berdasarkan
perhitungan rugi laba triwulan pertama yang disetahunkan bagi 12

4. Bagi BUMN dan BUMD yang bukan merupakan bank adalah scbesar jumlah
PPh terhutang atas PKP berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan
(RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dikurangi PPh
pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun sebelumnya yang diperbolehkan dibagi
12.

5. Apabila RKAP belum disahkan sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan
terakhir tahun pajak sebelumnya.

6. Bila ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan maka PPh yang
terhutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut RKAP
setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan

tersebut.
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BAB I
TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Metode yang digunakan penulisan dalam mengumpulkan dan menganalisa
data adalah metode kualitatif.
Metode ini didenifisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
diskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati
(Logdam dan Taylor-1975),

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam menyajikan laporan meliputi:

3.1 Tahap Persiapan
Kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan etika sebagai persiapan
untuk melaksanakan magang ( pra lapangan) meliputi

. Penyusunan rancangan atau format laporan akhir magang yang ditentukan
sebelumnya oleh ketua jurusan .

2. Memilih tempat magang dan meminta persetujuan kepada ketua jurusan untuk
dapat memperoleh surat pengantar dari fakultas maupun Kakanwil untuk
mendapatkan ijin magang di KPP Pamekasan.

3. Dengan memberikan surat tugas dari fakultas mahasiswa diterima oleh kepala
bagian tata usaha umum dan diberi penjelasan tentang pelaksanaan magang sesuai

dengan jadwal yang telah diberikan sebelumnya.

3.2. Tahap Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan menyakinkan ( yang benar) maka
dilakukan teknis pengumpulan data yang berupa:
I. Observasi

Selama penulis melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pihak KPP

Pamekasan penulis juga melakukan observasi. Dimaksudkan untuk bisa mengetahui
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situasi dan kondisi KPP Pamekasan yang menvanpkut wajib pajak mavpun pihak
fiskus sendiri,
2. luterview.

Untuk mengumpulkan data yang kita inginkan sangat diperlukan suatu tanya
Jawab mengenai bagaimana prosedur kerja masing-masing scksi, permasatahan yang
serng terjadi baik yang menyangkut kepatuban wajib pajak maupun kendala apa
yang dihadapi Fiskus
3. Dokumentasi

Data skunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak  Pamekasan misalnya
Leporan kepatuhan wajib pajak per triwulan atau laporan kepatuhan pembayaran
masa per semesler, transkip data berupa Jembar Surat Setoran Pajak (SSP), Surat
Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan serta dari surat kabar, majalah berita pajak

dan dokumen dokumen lain yang diperlukan dalam penulisan ini,

3.3 Tahap Pengolahan

Data  yang telah terkumpul perlu diolah dengan  tujuan  untyk
menyederhanakan selurub data yang terkumpul, menyajikan dalam susunan yang baik
dan rapi untuk kemudian dianalisis.
Adapun tahapan pengolahan data ini meliputi, Editing vaitu memeriksa selisih  data
mana yang sesuai dengan judul Japoran dan tidak, mana yang pertu ditulis maupun

fidak schingga akan didapat data yang sederhana.

3.4. Analisis Data

Untuk memudabkan Penaksiran penulis berusaha menganalisa data baik
secara non statistik yaitu dari cara wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT dan
bagaimana tingkat kebenaran wajib pajak dalam mengisi SP'T" asa.
Sedangkan analisis data statistik yaitu dengan mengamati data laporan kepatuhan
pembayaran masa per triwulan atau laporan kepatuhan pembayaran masa per

semester.
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3.5 Tahap Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari penaksitan hasil analisis tentang kepatuhan
wajib pajak dapat memberikan data agar penyajian laporan lebih dapat dipercava dan
meyakinkan. Sehingga dapat diketahui secara tepat apal ah kepatuhan Wajib pajak di
KPP Pamekasan benar-benar kurang dan perlu ditingkatkan ataukah telah memenuhi

apa yang diharapkan.
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Br\ﬂ IV.
GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1. Sejarah Singkat KPP Pamekasan

Kantor Pclayanan Pajak Pamekasan sebagai tempat penulis melakukan
prakteck kerja nyata atau magang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia no. 318 tanggal 26 juni 1989 yang merupakan
pemisahan atau pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara,

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pamckasan terdini atas 4 dacrah pemerintahan
Tingkat I1, meliputi:

1. Kabupaten Pamekasan

2. Kabupaten Sumenep

3. Kabupaten Sampang dan

4. Kabupaten Bangkalan

Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan didirikan atas dasar pertimbangan
perkembangan perckonomian dipulau Madura sendiri yang telah berkembang
schingga membutuhkan penanganan yang lebih baik dengan mendirikan KPP baru
untuk pulau Madura.

Sarana dan prasarana diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan
masih sederhana mengingat baru sembilan tahun sejak didirikan. Kendatipun begitu
target penerimaan pajak setiap tahun selalu terlampaui berkat usaha aparatur
perpajakan yang berkerja sungguh-sungguh.

Pada tahun 1999 untuk memenuhi tuntutan era informasi yang lebih maju dan
untuk mengimbangi para wajib pajak yang telah menggunakan komputerisasi, maka
Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan telah menggunakan sistem informasi perpajakan
dimana penggunaan sistem ini benar-benar menunjang penerimaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pamekasan.
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KPP Pamekasan menempati 2 kantor yaitu:
I~ Di jalan Raya Abdul Azis 142 Pamekasan terdapat seksi:
* Sub Bagian Tata Usaha
* Scksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI)
* Scksi Tata Usaha Perpajakan
e Seksi Penerimaan dan Keberatan
2. Dijalan Stadion Pamekasan terdiri dari seksi:
Seksi PPH Orang Pribadi
* Scksi PPh Badan

* Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
* Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainya
e Seksi Penagihan

Selain kantor pelayanan pajak yang bertempat di kota Pamekasan Juga

terdapat tiga kantor penyuluhan pajak yaitu -

I. Kantor penyuluhan pajak Bangkalan untuk wilayah dati 11 Bangkalan.

2. Kantor penyuluhan pajak Pamckasan untuk wilayah dati 1l Sampang dan
Pamekasan.

3. Kantor penyuluhan pajak Sumenep untuk dati 1] Sumenep.

Tugas utama Kantor Penyuluhan Pajak adalah memberikan penyuluhan
kepada masyarakat luas agar masyarakat Iebih mengerti tentang perpajakan. Karena
wilayah Madura yang luas maka peranan kantor penyuluban pajak sangat membantu
sekali tugas KPP dalam menerima laporan dan melayani formulir yang di butuhkan
WP dan menerima SPT tahunan untuk disalurkan di KPP Pamekasan hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi keterlambatan setor dan keterlambatan lapor
dikarenakan tempat tinggal penduduk yang jauh dari KPP dan sulit dijangkau melalui

Pos.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

4.7, Struktur organisasi dan Uraian tugas
4.2.1. Strulitnr organisasi

Kantor pelavanan pajak merupakan unsur pelaksanaan Directorat Jendral
pajak yang berada dibawah kantor wilayah directorat jendral pajak . Berdasatkan
keputusan menteri keuangan No. 758/KMKO1/93. Tentang organisasi dan tatakerja
Directorat Jendral pajak Kantor Pelayanan Pajak diklarifikasikan menjadi tipe A. dan
tipe B. Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan sendiri termasuk Kantor Pelayanan Pajak

tipe A. Dengan Struktur Organisasi (terlampir).

4.2.2. Uraian Tugas
1. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
e Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan
Tata usaha kepegawaian dan laporan.
* Urusan Keuangan, Tugasnya melakukan urusan keuangan
* Urusan Rumah Tangga, Tugasnya melakukan urusan kerumah tanggaan dan
pengadaan perlengkapan.
2. Seksi TUP
* Sub Seksi Pendaftaran wajib pajak ( NPWP), tugasnya melayani orang yang
akan mendaftarkan din sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau wajib
pajak
* Sub Sckst SPT, Tugasnya menerima dan mengecek  kelengkapan surat
pemberitahuan tahunan .
¢ Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan wajib pajak. tugasnya menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak (SKP) dan melakukan Kearsipan.
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3. Seksi PDI

Sub Seksi Data masukan dan Data Kelvaran, tugasnya melakukan urusan
penatausahaan data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan
dat masukan dan data keluaran.

Sub Scksi Pengolahan Data dan penyajian informasi, tugasnya melakukan

pengolahan data dan informasi

4. Seksi PPh Orang Pribadi

Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), tugasnya melakukan
penatausahaan, pelaporan  pembayaran  masa, menerbitkan STP dan
menyusun laporan Efektifitas pembayaran masa PPh orang pribadi

Sub Seksi Verifikasi, tugasnya melakukan urusan pemeriksaan atas Surat

pemberitahuanTahunan PPh Orang Pribadi.

5. Seksi Pajak penghasilan Badan

Sub Scksi Pengawasan Pembayaran Masa, tugasnya melakukan urusan
penatausahaan, pemantauan pembayaran masa, menyusun laporan elektifitas
masa dan penatausahaan SPT tahunan PPh Badan

Sub Seksi Verifikasi, tugasnya melakukan urusan verifikasi dan pemeriksaan

atas SP'I" Tahunan PPh Badan.

6. Seksi Potongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa, tugasnya melakukan pemantauan
penatausahaan pembayaran masa yang diterima dari WP

Sub Seksi Verifikasi tugasnya, melakukan urusan pemerikasaan atas SPT
masa dan SPT tahunan PPh karyawan, SPT masa PPh rekanan, sewa, bunga,

deviden dan royalti.

7. Seksi PPN dan PTLL

Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri, tugasnya melakukan urusan

penerimaan, penatausahaan dan pengecekan kelengkapan dari SPT masa
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menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak  dan tingkat
kepatuhan pelaporan SPT masa serta melakukan konfirmasi

® Sub Scksi Pajak Pertambahan Nilai Perdaganpan, tugasnya melakukan
urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan kelengkapan dan SPT
masa, menatausahakan  pembayaran  masa  dan  menyusun  lapoean
perkembangan PKP serta tingkat pelaporan SPT masa dan melakukan
konfirmasi

* Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainya,
lugasnya melakukan urusan penerimaan penatausahaan dan mengecek
kelengkapan SPT masa penatausahaan pembayaran masa, penyusunan
Japoran perkembangan PKP dan tingkar kepatuhan pelaporan SPT masa serta
melakukan konfirmasi

* Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung
Lainya, tugasnya melaksanakan pemeriksaan atas Pengusaha Kena Pajak
yang tidak memasukkan SP'T masa daan pengusaha yang tidak terdaRar dan
memeriksa atas SPT masa PPN dan PPnBBM dan pajak tidak langsung lainya.

8. Seksi Penagihan terdiri dari:

® Sub Scksi Tata Usaha Piutang Pajak, tugasnya melakukan urusan
penatausahaan tunggaan pajak

* Sub Scksi Penagihan, tugasnya mempersiapkan  surat tegoran  pajak,
mencerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan

9. Seksi Penerimaan Dan Penagihan

* Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, tugasnya melakukan

urutan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, perckaman SSP dan

penyaluran SSP ke Seksi terkait
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* Sub Seksi Rekonsilisasi, tugasnya membuat repester pemindah bukuan,
melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak dan menerbitkan SPMKP (Sural
Perintah Membayar Kembali Pajak)

® Sub Seksi Keberatan PPh, tugasnya menangani dan dmenyelesaikan semua
pengajuan permohonan keberatan mengenai masalah PPH yang terutang dari
wp

* Sub Scksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung
Lainya, tugasnya menangani dan menyelesaikan semua pengajuan keberatan

mengenai masalah PPN dan PTLL yang terutang dari WP

4.3. Uraian Tugas , fungsi dan susunan organisasi Seksi PPh badan
4.3.1 Tugas Pokok dan fungsi

Seksi pajak penghasilan badan mempunyai tugas melakukan urusan penata
usahaan dan pengecekan SPT masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran
masa scrta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan  untuk
menyelengparakan tugas tersebut.

Seksi PPh Badan mempunyai fungsi :
1. Pemantavan dan penatausahaan pembayaran masa PPh Badan

Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Spt masa PPh Badan

Lo

Pencatatan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh Badan dan

Laporan lainya yang berkaitan dengan PPh Badan

4. Verifikasi atas SPT masa dan tahunan PPh badan WP vang tidak terdaflar dan
yang tidak memasukkan Spt.

4.3.2 Susunan Organisasi Scksi PPh Badan

Susunan organisasi sekst PPh badan terdiri dari dua Sub Seksi yaitu:

* Sub Scksi Pengawasan Pembayaran Masa

» Sub Seksi Verifikasi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

26

4.4, Permasalahan
Dalam pelaksanaan mapang di KPP Pamckasan kami tidak banyak
mengalami kesulitan dalam pengambilan data keanadaan KPP maupun kinerja
petugas di KPP, Selama I(satu) bulan kami telah berhasil mengamati persoalan
/masalah apa saja yang mempengaruhi kinerja pengawasan KPP dalam usaha
meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam PPh pasal 25.
A. Permasalahan yang mempengaruhi kinerja pengawasan yang diangkat oleh
penulis:
I Bagaimana prosedur kerja penpgawasan pelaporan sural pemberiahuan masa.
2 Bagaimana Prosedur kerja penerimaan dan penatausahaan SSP masa PPh
Badan.
3 Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25
4 Kendala apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan
PPh pasal 25.
BB. Batasan Permasalahan
Batasan permasalahan berdasarkan uraian masalah diatas penulis membatasi
ruang lingkup permasalahan yaitu hanya disekitar, "Bagaimana tingkat kepatuhan
wajib pajak badan PPh pasal 25" yang kami uraikan sebagai berikut, Secara umum
tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan
pembayaran masa (SSP) PPh badan untuk KPP Pamekasan belum maksimal hal ini

dapat dilihat dalam tabel 1.

- — ‘



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

Tabel 1 : Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Badan Bulan Juli Sampai
Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 1999/2000

Pembayaran |Jumlah WP Jumlah SSP Kepatuhan
... Bulan | Efektif | Ada [ Nihil [Jumlah| (%)
Sebesar Setoran (3+4) (5 -2)

7 1 . 2 T3 4 5 | 6

Juli 1262] 92| 397|489  39.05
Agustus 1252 95| 395 490 _39.14
September 1252 102 393 495 3953
Oktober | 1252  107| 308 505 40.34
Nopember | 1252 95| ~ 391|  486|  38.82
Desember 1252 103 390 493 3938

Sumber Data: KPP Pamekasan

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan  bahwa kepatuhan pelaporan
pembayaran masa PPh pasal 25 badan di kantor pelayanan pajak Pamekasan untuk
tahun anggaran 1999/2000 dari bulan Juli sampai dengan Desember masih kurang,
mengingat dari rencana nasional yang menjadi dasar dalam upaya mengamankan
kepatuhan ditahun berjalan periode 1999/2000 adalah mencapai 47%. Hal ini sesuai
dengan apa yang diungkapkan A A. Rintonga dalam penyerahan pada Rakurda
Kanwil VI DPP jaya khusus ( berita pajak,no.1407). Begitu pula jika dibandingkan
dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak lain dibawah
Kanwil IX untuk JawaTimur rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak diatas S0%
Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak badan untuk daerah Pamekasan
adalah 39.38%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPp
Pamekasan masih belum maksimal sedangkan dari bulan ke bulan tingkat kepatuhan
wajib pajak mengalami beberapa pergeseran yaitu:

a. Pada bulan Juli 1999, tingkat kepatuhannya 39.05%
b. Pada bulan Agustus mengalami peningkatan 0,09% menjadi 39.14%

¢. Pada bulan September mengalami peningkatan 0,39% menjadi 39,53%
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d. Pada bulan Oktober mengalami peningkatan 0.81% menjadi 40 34%,
¢. Pada bulan Nopember mengalami penurunan 1.52% menjadi 38 82%
f- Pada bulan Desember mengalami peningkatan 0,56% menjadi 39 38%,

Naik turunnya tingkat kepatuhan pembayaran masa ini dipengaruhi oleh
laporan SS5P ada sctoran dan laporan SSP nihil (tidak ada setoran) dengan jumlah
wajib pajak efektif yang cenderung tetap dari bulan ke bulan

Berdasarkan data laporan kepatuhan diatas yang belum maksimal dengan
angka prosentase kepatuhan setiap bulan mengalami naik turun, sedangkan
pengawasan pelaporan pembayaran masa yang telah dilakukan benar-benar iclah
sesuat dengan prosedur yang berlaku secara umum.

Berdasarkan data laporan diatas yang menjadi permasalahan dalam penulisan
ini adalah "Kendala apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
badan PPh pasal 25 schingga menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pelaporan surat sctoran pajak"

4.5. Pembahasan
4. 5.1 Prosedur Kerja Pengawasan Pelaporan Surat Pemberiahuan Masa
Di kantor pelayanan pajak Pamekasan kegiatan laporan surat pemberitahuan
masa yang diterima melalui tempat pelayanan terpadu di proses melalui prosedur yang
ditentukan secara uwmum. Prosedur pengawasan pelaporan atau penyampaian SPT
adalah sebagai berikut:
I Petugas loket menerima, meneliti, memberi tanggal pencrimaan dan memberikan
cap KPP pada SPT masa PPh Badan.
2. Meneliti jumlah lembar SPP masa vang diterima petugas loket setiap hari serta
memaraf buku ekspedisinya SPT masa PPh badan dan diserahkan kepada petugas

buku regester penerimaan SPT masa berdasarkan urutan tanggal terima.
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3. Petugas pemegang buku regester penerimaan SPT masa mencrima, meneliti serta
mecatat SPT tersebut didalam buku regester SPT masa PPh badan dan
meneruskan kepada kasubsie pengawasan pembayaran masa PPh Badan.

4. Kasubsi pengawasan, pembayaran masa PPh badan menerima., meneliti serta
memaraf pada buku regester penerimaan SP'T masa dan meneruskan SPT masa
PP’h badan ke petugas buku tabellaris, sedang buku regester penerimaan SPT
masa PPh badan dikembalikan petugasnya.

Keterangan : sctiap tanggal 20 (batas penyampaian SPT masa) buku regester
penerimaan SP1 masa PPh badan ditutup dan diparaf olch kasubsic PPM PPh
badan olch kasic PPh badan.

5. Petugas buku tabellaris memilah dan mencatat menurut identitas dan urutan
NPWP kedalam buku tabelaris umum, buku tabelaris khusus yang pembayaran
angsurannya terbesar.

6. Petugas berkas tahun berjalan menerima, meneliti SPT masa PPh badan tersebut

dan memasukkan kedalam berkas menurut NPWP.

4.5.2. Prosedur Kerja Penerimaan dan Penatausahaan SSP Masa PPh Badan.

1 Kasubsi pengawasan pembayaran masa PPh badan menerima dan meneliti SPS
lembar ke-1, ke-2 dan ke-3 segi pembayaran masa serta menandatangani SPS
lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf buku ekspedisi dan menyerahkan
kepada petugas buku regester pencrimaan dan retur / pembetulan SPS PPh badan.

2 Petugas buku regester meneliti serta menyortir SSP tersebut mencatat SPS dan
pembetulan SPS kedalam buku regester penerimaan dan retur / pembetulan SPS
menurut kolom dan menjumlahkan setiap hari serta meneruskan buku tersebut
bersama dengan SPS-nya.

3 Kasubsi pengawasan pembayaran masa PPh badan mencrima, mencliti buku

regester penerimaan dan retur / pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2 bila
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cocok menandatangani lembar ke-1 untuk dikirimkan ke seksi penerimaan dan

penagihan dan meneruskan SSP lembar ke-2 ke petugas buku tabelaris,

Catatan : setiap akhir bulan buku regester penerimaan dan regester pembetulan
SPS ditutup dan diparaf olch kasubsie pengawasan pembayaran masa
PPh badan dan kasie PPh badan.

4 Petupas buku tabellaris menerima, meneliti serta mencatat lembar SSP lembar ke-
2 beserta segi pembukuan kedalam buku tabelaris serta meneruskan lembar SSP
tersebut ke petugas berkas tahun berjalan.

5 Petugas berekas tahun berjalan menerima, meneliti serta menggabungkan lembar
SPP lembar ke-2 dan ke-3 kedalam berkas (ahun berjalan ke wajib pajak.

4.5.3. Kendala Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wa jib Pajak Badan
I'Ph Pasal 25,

Kendala-kendala  yang  ditemukan  dalam pelaksanaaan  pengaawasan
penbayaran masa wajib pajak badan PPh pasal 25 karena kurang efektifnya
penyampaian informasi baik dari wajib pajak, mitra kega dan dari fiskus sendiri.

Beberapa permasalahan tersebut meliputi:

1. dari pithak wajib pajak
a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mempelajari dan mentaati undang-
undang perpajakan.

Banyak wajib pajak baru yang kurang mengerti akan kewajiban perpajakan

khususnya wajib pajak baru yang memperoleh NPWP hanya untuk keperluan

tertentu misalnya kredit ke bank. Kewajiban untuk melaporkan SPT walaupun

SPT itu nihil sering terjadi salah pengertian, banyak wajib pajak yang

beranggapan bahwa bila SPT itu nihil maka wajib pajak tidak berkewajiban

melaporkan SPT-nya. Unttuk SPT yang kurang lengkap dan masih terdapat
ketidak benaran dalam pengisian SPT yang dilaporkan kepada KPP yang
selalu jadi permasalahan di KPP schingga wajib pajak dianggap belum lapor

hal ini merupakan bukti bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak
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Pamekasan masih banyak yang tidak meengerti tentang  Undang-undang
perpajakaan.
b.  Kultural masyarakat
Berdasarkan apa yang diperoleh dari informasi petugas setempat bahwa
kultural masyarakat yang masih beranggapan bahwa penghasilan yang mereka
miliki hasil jerih payah mereka sehingga mereka menolak untuk membayar
pajak sehingga menghambat pelaksanaan perpajakan di Pamckasan hal ini
merupakan kendala yang memerlukan perhatian secara khusus.
2. Dari pihak petugas dikantor pelayanan pajak
Banyak kendala yang dihadapi oleh pihak petugas dalam pengabdiannya kepada
negara untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepatuhan masyarakat
yaitu komunikasi, prasarana yang kurang mendukung dibandingkan dengan luas
wilayah kerjanya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai serta
aturan perpajakan yang terlalu sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam.
3. Dari pihak ketiga atau mitra kerja
Dalam hal ini pihak ketiga adalah bank persepsi dan Pos Giro sebagai tempat
pembayaran pajak terhutang. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak
menyerahkan SSP rangkap lima berdasarkan keterangan yang diterima penulis
bahwa sering terjadi kesalahan dimana scharusnya lembar kedua masuk ke KPP
melalui KPKN, tetapi yang masuk adalah lembar ke lima, ke tiga dan atau ke
satu. Sehingga akan fterjadi hambatan dalam penyortiran SSP yang artinya
mempengaruht tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian pihak KPP
harus mengkonfirmasikan kembali kepihak ketiga (KPKN) untuk menanyakan

kasus terscbut.

4.6. Alternatif Pemecahan Masalah
Kendala yang dihadapi oleh KPP Pamckasan dalam upaya untuk

mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diatasi dengan cara
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memberikan informasi yang lebih efektif, penyampaiannya kepada pihak yang

terkait yaitu:

1. Wajib pajak

a.

memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang;

* fungsi dan kegunaan NPWP khususnya untuk wajib pajak baru yang
mendaftarkan diri hanya bertujuan untuk minta kredit ke bank:

* kewajiban untuk melaporkan SPT masa (SSP) walaupun wajib pajak telah
dikenakan PPh final maupun SPTuya nihil;

* kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT

* memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum mengerti betapa
pentingnya kegunaan pajak bagi pembangunan nasional.

Apabila wajib pajak dalam hal ini belum mengerti walaupun telah diberikan

penyuluhan, hendaknya fiskus memberikan himbauan secara tertulis

khususnya untuk wajib pajak yang masih belum mempunyai kesadaran untuk

melaporkan SPTnya agar mereka diberikan penyuluhan secara khusus.

Apabila tetap belum sadar atas kewajibanya aparat hendaknya memberikan

saksi yang tegas setelah diberikan surat tagihan dan surat tegoran.

2. Masalah dari pthak petugas

.

b.

Untuk masalah Kinerja kantor pajak senditi untuk menghasilkan kinerja yang
batk agar dapat bekerja secara maksimal diperlukan kerja sama antar seksi dan
perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk kendala
komunikasi dimana pegawai KPP yang sebagian besar berasal dari luar Madura
perlu dibantu dengan tenaga ahli yang bisa yang berbahasa warga setempat
khususnnya dalam seksi yang berkaitan langsung dengan pelaayanan kepada
wajib pajak.

Sedangkan wilayah kerja yang sangat luas dengan SDM yang kurang memadai

ini perlu menjalin kerja sama dengan kantor penyuluhan pajak dan pihak ketiga
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seperti kantor pos dan giro dan pihak swasta khususnya dalam bidang yang
diperbolehkan dikerjakan oleh pihak ketiga. Untuk peraturan yang sulit
hendaknya dapat diberikan tenaga yang ahli untuk menerangkan dan
memberikan penjelasan peraturan perpajakan schingga dapat dipahami dengan
mudah karena jika peraturan sulit ddimengerti oleh masyarakat otomatis akan
timbul perlawanan pajak yang cara dan bentuknya bisa bermacam-macam.
. Masalah yang berkaitan dengan pihak ketiga ini.

Agar masalah ini dapat terpecahkan diperlukan kerjusama antara Petugas
Kantor Pelayanan Pajak dengan pihak ketiga hal ini merupakan program kerja
dari Direktorat Jendral Pajak  sendiri bagaimana supaya ada singkronisasi

antara pihak ketiga dengan pihak KPP
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1, Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil beberapa

kesimpulan antara lain :

L.

ro

Berdasarkan data dari jumlah surat setoran pajak bulan Juli sampai dengan bulan
Desember yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak  Pameckasan  mengalami
kenaikan dan penurunan pada tingkat yang belum maksimal dalam arti tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak masih pertu ditingkatkan lagi
walaupun target yang harus dipenuhi oleh kantor pelayanan pajak Pamekasan
sudah terpenuhi |

Tingkat kepatuhan wajib pajak vang cenderung mengalami kenaikan  dan

penurunan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain -

a. Wajib pajak baru

b.  Surat pemberitahuan nihil (SPT nihil)

¢. Wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi

d. Keterbatasan prasarana Kantor Pelayanan Pajak pamekasan

Pada dasarnya pengawasan pelaporan surat pemberitahuan masa dan pengawasan

peelaporan dan penatausahaan surat setoran pajak telah sesuai dengan prosedur

yang berlaku, namun tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal walaupun
telah mencapai target yang ditentukan untuk KPP Pamekasaan, hal ini mungkin
disebabkan karena;

a. kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mempelajari dan mematuhi peraturan
perundang-undangan perpajakan serta kultural masyarakat yang belum
memahami kegunaan pajak

b. komunikasi, prasarana dan SDM yanp kurang serta peraturan perundang

undangan yang sulit dipahami
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¢. belum adanya sinkronisasi antara pihak KPP dengan pihak ketiga (KPKN)

dalam hal penyortiran SSP

5.2. Saran
Bahwa untuk  meningkatkan, mempertahankan  dan mengamankan
pembayaran masa PPh badan maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut -

I. Pemberian penyuluhan selain dilaksanakan secara langsung maupun dengan
media cetak juga diperlukan kerjasama dengan instansi atau orang-orang yang
mempunyai pengaruh di masyarakat misalnya:

* perangkat desa mengadakan suatu perkumpulan warga yang nantinya dalam
acara tersebut mennyinggung masalah-masalah perpajakan

* pemuka agama dengan mengadakan semacam pengajian-pengajian mengingat
masyarakal madura yang agamis yang Isinya juga menyinggung masalah

perpajakan;

_I‘\J

Perlunya peningkatan kedisiplinan dan kerjasama yang baik diantara para
karyawan dari tiap-tiap seksi sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat
tercapai secara efektif dan efisien, apalagi mengigat kantor pelayanan pajak
pamekasan memiliki dua gedung yaitu gedung pertama di 1alan abdul aziz no 142
dan gedung kedua berada dijalan stadion yang merupakan kendala utama dalam
menjalin  hubungan kerja antar seksi, hal ini ddapat dilakukan deengan
mengajukan proposal kepada drektur jendral pajak aagar dibangun gedung baru
yang lebih besar untuk menyatukan gedung yang lama:

3. Sebagai karyawan KPP Pamekasan hendaknya selalu mensosialisasikan peraturan
perpajakan kepada kepada masyarakat luas misalnya selalu memperbincangkan
peraturan perpajakan didalam suatu percakapan yang tidak resmi., Sehingga
diharapkan para karyawan kantor pelayanan pajak tidak sampai ketinggalan

informasi tentang perubahan-perubahan peraturan perpajakan mengingat akhir-
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akhir ini banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang merubah

ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan
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Skema Prosedur Penerimaan dan Penatausahaan SPT Masa PPh Badan
Lembar Ke3

Uraian Kegiatan

Kasub | Petu

si Gas
PPh Lo
Ba ket

|

I menerima, mencliti, memberi  tanggal
penerimaan dan memberikan cap KPP pada

SPT masa PPh Badan

i

Meneliti jumlah lembar SPT masa yang
diterima petugas loket setiap hari serta
memaral  buku  ekspedisinya daan

meneruskan,

fad

meneliti serta mecatat SPT tersebut didalam
buku regester SPT masa PPh badan dan
meneruskan kepada kasubsie pengawasan

pembayaran masa PPh Badan.

b

meneliti serta memaraf pada buku regester

penerimaan SPT masa dan meneruskan SPT

masa PPh badan ke petugas buku tabelaris,
sedang buku regester penerimaan SPT masa

PPh badan dikembalikan petugasnya.

5. mencatat  menurut identitas dan urutan
NPWP kedalam buku tabeliaris umum, buku
tabelaris Khusus  yang pembayaran
angsurannya terbesar dan meneruskannya.

6. meneliti SPT masa PPh badan tersebut dan

memasukkan kedalam berkas  menurut

NPWP,

Dan
2 3

Petu T
Gas
reges
ter

4

Petu
gas

buku
tabel

Lads

q

e

~ Sumber KPP Pamekasan (Seksi PPh Badan)

~

8
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Skema Prosedur Kerja Penerimaan Dan Penatausahaan SSP Masa PI'h Badan

| Uraian Kégialanﬁ

I

menerima dan meneliti SPS lembar ke-1. ke-2

dan  ke-3 segi pembayaran masa  serta

menandatangant SPS lembar ke-3 sebagai tanda
memaral” buku dan

terima  dan

ekspedisi
menyerahkan

mencliti serta menyortic SSP tersebut mencatat
SPS buku

regester penerimaan dan retur / pembetulan SPS

dan  pembetulan  SPS  kedalam

menurut kolom dan menjumlahkan setiap hari

serta - meneruskan buku  tersebut  bersama

dengan SPS-nya.

meneliti buku regester penerimaan dan retur /
pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2 bila
cocok menendatangani  lembar ke-1  untuk
dikirimkan ke seksi penerimaan dan penagihan
dan meneruskan SSP lembar ke-2 ke petugas
buku tabelaris.

Petugas buku tabelaris menerima .meneliti serta
mencatat lembar SSP lembar ke-2 beserta sepi
pembukuan  kedalam  buku tabelaris  serta
meneruskan lembar SSP tersebut ke petugas
berkas tahun berjalan.

Meneliti serta menggabungkan lembar SPP
lembar ke-2 dan ke-3 kedalam berkas tahun
berjalan ke wajib pajak.

Kasub
si PPM
Prh
B3a
Dan

=

@

Petu

Gas
reges
l'er

2
A

2

Petu
Gas

buku
tabel
Laris

4

Sumber KPP Pamekasan (Seksi PP Badan)

Petu VrK_
Gas E
ber i
Kas

? ) 0O
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BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PAMEKASAN

KEPAL A KEANTOR
EPP Pamekasan
Kento . | KEPALASUBAG |
antor [ | >
: ! Tats Usaha
_ Penvuluhan Pajak ; 4
|
_ I : h
_ KAUR TU dan RAUR | v KAUR |
. Kepegawaian Kevangan | Rumah Tange
| | | |
|
T T T 1
| | _ | _ _
| ] T I
. RasI | mast | IA RASI — RASIPPh | KASI | Rast =  RasI | East
4 PDI | TUP a PPh OP Badan _7 P2 PPh j PPN &PTLL | | Penaghan | Pener & Keb
,“ ‘
_ _ .
Kasubsi | ||  Rasubs | |  Kasubsi | Kasubsi Ll Rasubsi Kasubsi L] | Kasubsi TU
| Pemasukan | || Pendaftaran | | | PPMPPh | PRMPPR [T PPMP2 L] PPN Kasubsi —  Pemenimaan |
| Dam ||| WabPajak || | OrangPribad = |  Badm | PPH Industi | TUPP | Pajakdan |
m Pengeluaran _ | _ _ , — il il _ _ , _ ﬁ Retnibusi _
i , L
V W A . . _,
_i ) 1 r - u f - I i y i _ K
' Kasubs _ _ Kasubsi _ w | Kasubsi _ Rasubsi Kasubst Kasubst fl | ‘
. Pengolahan | L| SPTPajsk |  Verivikasi  _—  Verifikasi L. Verifikasi | PPN ' L Kasubs Ll FKasubsi |
|| Daadam ||| | | PPHOP | PPhBadan P2 PPH Jasa/ PINL | Penaghan || Rekonsiliasi |
- Tovormas | | , _ _ | | _
| o s | |
_ : X , ] k Kasubsi | ! _ Kamubsi |
,“ Emﬂ 7 Kacubg i - PPN u Keberatan 1
. Penggalian | Rewtapan Perdagangan | [ PPh |
| Potensi dan F Dan _ . |
| Idenufikas: | | Kearstpan ﬁ -
7 WP _ WP ﬁ , Kasubsi | A Kasubsi |
| _ —  Venfikas: | ! [Eeberatan |
A, PPN &PTLL | PPN &PTLL |

Stanber: KPP Pamekasan

Tenaga Fungsional
Verifikasi Pajak

|

Pejabat JSP

Tenaga Fungsional
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

" Untuk arsip WP
KANTOR PELAYANAN PAJAK S S P

Nama WP ... s Kl -y kW OB,
G s S A R ity paL - R

................................................................... Kode Pos | = o] [ |
Kode Jenis F’afak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)
(MAP)

Lo 4] T [T 7

Ditsi sesuai daftar pada halaman belakang lembar |

Setoran : | | |Masa | iTahunan | Final = STP — SKPKB | | SKPKBT Tahun
Beri tanda silang pede km’om 1ang 2 berkenaan b

= Diisi T ak:‘m Pajak
Jan' Pebl Mar ' Apr | Mej Jun | Jul | Ags | Sep f Okt Nov' Dy [N oo

PKRT masa yang berlenaan D:Dj

) mmag e Y.~

Beri tanda silang pada kolom bn-an wntuk setoran masa, final n’an pembayaran STP, SKPKB. SK

Nomor Ketetapan : | [ | |
R

L j i NI i e | i
Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP. SKPKB, SKPKRT
I
Jumlah Pembayaran Terbilang
Diist dengan pembayaran rupiah penuh B degon i | B P e v v i s %
[Zio . 15 S , .................................................. o
Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Waijib Pajak/Penyetor
TARGRAL i M — SRR MG SR
Cap den tanda tangan

Cap dan tanda tangan

NaM@ JOIBS L it ammmessissmesssersoe s

Nama Jelas ;

*) Diisi uraian pembayaran sesuai dafiar pada halaman belokang Icribar |
Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanak dan |

‘cehgunan aist nama pempe!t dan lokas: obyek
- Khusus PPh final atas persevaan tanah

dan bangunan dusi rama penveva dan lokasi oby ek

KP.PDIP.5.1,-98
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Untuk KPP melalui KPKN
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P )

A e R ; il
NPWP s = AL i i i S | disi sesuai kartu NPWP

Nama WP

.........................................................................................................................

Alamat WP o e

................................................................... Kode Pos L !

<{ode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
{MAF) S e |
ol T 1 [ 7 i R i B N . GRS

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I | i e e

Setoran . Masa‘ i Tahunani i _i Final s STP 'L_ﬁ; SKPKB | SKPKBT Tahun

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Diisi Tahr:m Pajak
Jan Peb, Marf Apr | Mei i Jun 1 Jul ! Ags | Sep . Okt | Nov' Dos | eioren dimaksud

Beri tanda silang pada kolom bulan uniuk setoran masa. final dar v:'mbn) aran STP, .SF.P.* B SK F’&BT masa vang ber&.ennan IED
AT T i =y, B e ! T [
Nomor Ketetapan : 1 1 A JNE 1 N 2
diisi sesuai Nomor Ketetapan STP. SKPKB. SKPKABT
Jumlah Pembayaran | Terbilang
Diisi dengiin pemboyiaran Mepidh peiih I e, NS ST R o R
| o e T Tt . 2 ! .........................................................
|

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
RJE- 1) 0 (o t= | PR, | o (< |50 AR

lama Jelas ;

- o

) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar paca halaman belakang lembar |
Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dis: nama pempelt dan lokasi obvek
- Khusus PPh final atas persewnan tansh dan banguncn diisi nama penvewa dan lokasi oby ok

(P.PDIP.5.1.-98
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DEPARTEMEN KEUANGAN R | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Untuk dilaporkan
KANTOR PELAYANAN PAJAK S P olah WP ke KPP

NPWP S SN ST

S i e el

Nama WP

.........................................................................................................................

- Alamat WP

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

S e e R LN L.

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lember |

Setoran @ | [Masa| Tahunan  Final - STP : SKPKB ! | SKPKBT Tahun
Beri randa silang pada kolom mrrg berkenaan o Diisi Tahun Pajak
i i 3 } seroran dimaksid
Jan Pebl Mar = Apr ' Mei  Jun Jul ~ Ags Sep . Okt Nov ' Des '
Bert tanda silang prm’a kolom bu.’an unnk se'orr-n masa. jinal dor pembayaran STP SKPEB S A‘f-;KET mam. vang herkengan ]
Nomor Ketetapan : | | | | LY | Wi 1959 7' /| l j
L i } E g s e i 1 K I H
Dusi sesuai Nomor Ketetapan: STP. SKPKB. SKPKBT
-
Jumilah Pembayaran ' Terbilang
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh | it Bigan b 1 R g o s nienn do i s v
B oo s s R s A s i oy e ; NP LR STTT . FEEEIERRE 1 g
i
Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPK\'
1
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TARGEEE fccivicin i R ——— G M . < i vemsimen
Cap den tanca mnqan Cap dan tanda tangan
NBMB JEIRS | ...t iviimiineesiesenniinsse cviesinen s evosaatsesesess Nama Jelas : ........ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiins

") Diisi uraian pembayaran sesuai daftar paca halaman belakang lembar |
Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi pengalthan hak atas tanais don bar gunan qusi nama pemieli dan lekasi obvek
- Khusus PPh final atas persewaan 1arch dan bampm. n diis: nama penveva dan lokast oby ek

KP.PDIP.5.1 -98
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P) Kantor Pos & Giro
7 T T o
NPWP - — _L__‘ o NN R ||‘_ P diisi sesuai kartu NPWP
NBMB WP § i simmmmmmrtomesosimms nimesss besssss it i bt b e e oo st e et
B s L B oot oo s B BRI A * o
.............................................. b KodePos | | | ] ] i
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
i Y _ 2 O T <o o i s v st
Diisi sesuai daflar pada halaman belakang lembar |
Setoran ‘:] Masa | JTahunani | Final , i STP | | SKPKB SKPKBT Tahun
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan - = i g1 Diisi Tahun Pafak
3 i ' [ . ] . i ! dimaksud
Jan l E’ebl Mar l' Apr | Mei | Jun | Jul ' Ags | Sep | Okt ' Nov : Des | ‘7 ame
\ Beri randa silang pada kolom bulan unuk ;emmn masa. final rfnlr nembayaran STP, SKPKB, SKPKBT ma.m‘ vang berkenaan D___ED
]

NomorKetetapan:u[ || I/ _i !/;‘ I/;;Hl { ]rL_l_j

tiisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT

hoee

[
Juwynlah Pembayaran Terbilang
¥ empins piayisrglh Phpih ik Ditsidengan hurf - IR e s e
L QU | WL O | N ot L Y o S
_ ‘

Ruany7 Teraan
Ditera ol.*h Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
TEAPLBL o ——— s tias ey s
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : .. .. Néma JBlas | e

*) Diisi uraian pembay.iran sesuai daftar paca halaman belakang lembar |
Tambahan Informasi .
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pemieli dan lokas: obvek
- Khusus PPh final a‘as persewnan tanah dan bangunan diisi rema penvewa dan lokast oby ek

KP.PDIP,5.1.-98
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK Untuk arsip Wajib Pungut
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

atau pihak lain
KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S S P )

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran - Uraian Pembayaran *)
© :'r'_\:i (MAP) s

WAL 1] T 1% <o D g oo

i

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar |

| “Setoran : Masa | ‘TahunanL Firal . | STP | SKPKB | | SKPKBT 'fahun
Beri tanda silang pada kolom vang berkenaan - o Diisi Tahsn Pajak

Jan Peb Mar; Apr l Mei . Jun Jul Ags Sep : Okt | NOVI Des setoran dimaksud

‘ { '
1
Beri tanda silang pada kelom bulan untick sr'nrarr masa. final der pembayaran STP. SKPKB, SKPKAT masa mng beriznaan
=S

Nomor Ketetapan : | | | i 1: ! I . ’_l_]

P ‘_L,fi.ﬁ._}ﬁ__l___J/ - 1 _/: ‘/l | | LA :
Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP. SKPKBR SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang
.Dﬂ:fdengnnpembayamnmpmhpenuh Biisi dengan burdf Spre s erenal T e R o e SR sl SN R el )0 8 e
= (o —— 0 WO,

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi:Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ...coccovvr civeiiiirinnnn,

e ST T ST Wile) SR
Cap den tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

................................................... Nama Jelas :

........................................... Aerensiiaiann,

*) Diisi uraian pembayaran sesuai dafiar paca halaman belckarg lembar |

Tambahan Informasi

- 'Khusus PPh final atas transaksi pengelihan hak atas tanak dan bangunan dusi nama pemivelt dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan banguncn dusi zama penvewa dan lokasi oby ek

KP.PDIP.5.1.-98
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@ DEPARTE%EN KEUAN(JAN REPUBLIK INDONESIA Lembarke | untuk : Wajib Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke 2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke 3 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO :

URAITAN POKOK BUNGA. PPh
(Ribuan Rp.) (Ribuan Rp.) (Ribuan Rp.)

A. PERINCIAN :
1. DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI :
I. Dalam Rupiah
a. Deposito Berjangka
b. Sertifikat Deposito
c. Tabungan
d. Sertifikat Bank Indonesia

2. Deposito Berjangka dalam Valas
a. Dengan Premi "Forward Sales" Valas
b. Tanpa Premi "Forward Sales" Valas
II. DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI :
I. Deposito
2. Tabungan

B. PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH
DIPOTONG / DISETOR :
I Wajib Pajak Dalam Negeri
1. Deposito Berjangka, Sertifikat
deposito. SBI, dan Tabungan (Rp.)
2. Deposito (Valuta Asing)
3. Deposito/ tabungan yang ditempatkan
di luar negeri.
II.  Wajib Pajak Luar Negeri
1. Deposito Berjangka, Sertifikat
deposito, SBI, dan Tabungan (Rp.)
2. Deposito (Valuta Asing)
[1I. PPh atas Bunga / Diskonto
I. Deposito Berjangka, Sertifikat
deposito, SBI, dan Tabungan (Rp.)
2. Deposito (Valuta Asing)
IV. PPh atas Jasa Giro

Jumlah Pajak Penghasilan yang telah kami potong tersebut di atas, telah disetorkan ke rekening KPKN pada tanggal
................................. melalui ..., ( bukti Surat Setoran Pajak terlampir).

Perhatian - ) _ Pemotong Pajak
Laporan ini harus sudah disampaikan ke

Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya. N am a Terang

NPWP B ssesmeiiatsis e R .

Bank / Dana Pensiun

Alamat B TS E 5 oty o me e e e oo s e
KP PPh. 3.4/1.AP . 95
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DEPMTEMFD!EMR‘%Q@S)F&W'U niversitas..1emher. Wajlb Pajak

KANTOR PFLAYAN‘AN PAJAK PAMFI\ASAN : e

Nama Wajib Pajak 3o o e oS e e L Mot S
NPWP i o s B S T W 8 Sl e e e i e e e
Alamat S e I SO o v s 12 S S K s e i e

Honorarium
2: Upah Harian, Mingguan,

Satuan, Borongan, Uang

Saku Harian Rp e N . 10 % BEY. ool O oo omivissnisies
3. Honorarium atau Imbalan

Lainnya yang dibayarkan

kepada Tenaga Ahli T T 40 % 15 % 0o AR O S —

4. Penarikan luran  Dana

Pensiun pada Dana Pensiun

5. Imbalan Lainnya

Jumlah
) Lihat petunjuk pengisian . . N RO 199 e
P ~ Pemotong Pajak

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 vang dipotong
diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan
yang terutang untuk tahun pajek vany bersanghutan

Simpanlah  bukti  pemotongan ini batk-baik dan Nama B T e s S D ST R R B
beritahukanlah  jumlah  yang telah dipotong i NPWP

dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh [ 0 T T T
Harap diisi dengan - BENAR DAN LENGKAP. AZIBL 3 sariuiniinam s e smsnimenskn
terutama NPWP dan Alamat penerima penghasilan N AR R T e R e

Tanda tangan, nama dan cap

. PPh.2.1/BP-96
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DERARTEME @ggﬁﬁ DR Universitas e &hor peiayanan paj

KANTOR PELAYANAN PAJAK PAMEKASAN

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat

Honorarium

I~

Upah Harian, Mingguan.

Sawan. Borongan, Uang

Saku Harian Rp. 10 % Rp: .

3. Honorarium atau Imbalan
Lainnya yang dibayarkan
kepada Tenaga Ahli

4, Penarikan Juran Dana

Pensiun pada Dana Pensiun

5. Imbalan Lainnyva

Jumlah
*) Lihat petunjuk pengisian By NI Y P 199 ...
Perkation o Pemotong Pajak

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 viang dipotong
diatas merupakan angsuran atas Pajuk  Penghasilan
vang terutang untuk tahun pajak vang bersangkutan

Simpanlah  bukti  pemotongan i bawik-hwk dan Nama L e e
berituhukanlah  jumlah  vang telah Jdipotong i NPWP' 7§ i b o b e s e
dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Al

3 Hurap disi dengan -~ BENAR DAN LENGKAP. AMAL 2

terutama NPWP dan Alamat penerimic penghasilan

Tanda tangan, nama dan cap

‘P.PPh.2.1/BP-96
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DE'ARTEN "%ﬂ%ﬁﬁ%‘WUhIVGFSIta&J«emwa[ Pemotong Pajak

KANTOR LAYANAN PAJAK PAMEKASAN

‘NamaWajib Pajak B anvaes s el e e Lok

- NPWP R W S £ e e w SR SRS e o N W
Alamat S | gt - S e o I s g

Honorarium IR e o e o ) TR 1. OO
2. Upah Harian, Mingguan,

Satuan, Borongan. Uang

Saku Harian Rp. k. ) 10 % L e N
3 Honorarium atau Imbalan

Lainnya yang dibavarkan

kepada Tenaga Ahli R ey e 10 % i5 % Rp. .
4. Penarikan luran Dana

Pensiun pada Dana Pensiun
3 Imbalan Lainnya

Jumlah

*) Lihat petunjuk pengisian 4V 8N B s P - e A Ll o 199 .

Perhatian  :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 vang dipotong
diatas merupakan angsuran itas Pajuk Penghasilan
Yang terurang untuk tahun piajak yang bersanghutan

Simpanlah bukti  pemotongan i batk-huik dan Nama R LRTTTRr e e e
beritahukanlah  jumlah  vang  qelah dipotong  1nt NPWP - .. by ol R
dalam  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
, _ : 8 Alamat  : ... e o
2. Harap diisi dengan @ BENAR DAN LENGKAP.
terutama NPWP dan Alamat penerima penghasilan
i Tanda tangan, nama dan cap

'P.PPh.2.1/BP-96
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SURAT PEMBERITAIIUAN (SPT) MASA PPPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Digital Repository Universitas Je

Bersama ind diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disctor untuk masa ........

bulan, evveceivians BHIIN iasiiin adalah sehesar Rp.

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang telah dipotong :

Uralan Jumlah Penghasilan Brutq  Tarf ~ PPhyang dipotong =~
R (Tarif x Penghasilan Bruto)

n (2) 3 )

1. Bunga (inc. Bunga Koperasi) RO e rmsissmsiimsmnimi st ey 15 % R cncnaninansmainmiinm.
2. Dividen Rp. .. " i 15 % Rp.
3. Royald BUD. crencsstosscrsspenmmpervonosmsivesntiss sl 15 % Rp.
4. Scwa 13 VRS o 1596 % s % e AR
5. Penghasilan schubungan
dengan penggunaan harta Bp. comatB e e ES P S s Go D Y Riiiiretes.nmsnsneaveabieses siosidint i thusitan
6. Imbalan Jasa Rp. IS Fa:% et % RP: s
7. Iadiah dan penghargaan Rp. B! o

Jumiah ' ; 14 Sy NI

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian Jumlah Penghasilan Brutd Tarif PPh.yang dipotong
£ : (Tarif x Penghasilan Bruto) °
A0 (2) (3) (4)=
I. Bunga Rp. ST AT eE 20 % R B s csstamsnsiinivmnrmesens oo s evonssssernontt
2. Dividen Bp. ot W L 20 % L P O R
3. Royalti KD SR, Y L 20 %
4. Sewa I R W N 20 % L4 e
5. Penghasilan schubungan
dengan penggunaan harta 3 E s o . 20 % B sriviccfiecsemmmeraresesscit
6. Imbalan Jasa 20 % BB ssticiiiiinnrcssmscenser Soigisesse
7. Hadiah dan penghargaan Rp. 20 % i N IRy o - A
8. Penjualan harta di Indonesia | Rp. oo 20 % Rp.
9. Preml asurans/reasuransi [R5, Ve S S B e %, | 201% % v % Rp.
10 Penghasilan Kena Pajak BUT| RpP. oo 20 % Rp.
Jumlah ! SR A

C. Lampiran :

L. Daftar Bukti Pemotongan PP'h Pasal 23 / 26

2. Lembar ke-3 Surat Sctoran Pajak,

3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 SCDANFIK Sessleill vivin i emenssasesssemmestcossriuidogiiesss ) lembar.
D. Pernyataan :

Bersama Inl snya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tavifnya disesuaikan,

DIIST OLEIT Ki'P
Pemotong Puajuk
g WL al, sy 190 j
Diterima tangpgal, , 1 N

Petugas, NPWP

Alunat et

tanda tangan, nama dan cap

KP.PPh.19/SPT-95
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Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disctor untuk masa ........

| V71 FYT CO .

« tahun.

.........

dengan perincian dan penjelasan sehagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yung telah dipotong :

adalah schesar Rp.

| Jumlah Penghasilan Brutg  Tarit -~ |  PPhyan
S : | (Tarif x Peng
B (2) (3) S
1. Bunga (inc. Bunga Kopurasi) Rp. 15 % Rp ..
2. Dividen Rp. 15 % Rp. .
3. Royalti T IS % Rp scoivic
4. Sewa Rp. 15 9% wscus: %o Rp. ..
5. Penghasllan schubungan
dengan penggunaan harta Rp. IS % X .oce.. % BP. s
6. Imbalan Jasa Rp. 18'% X % Rp. .
7. lladiah dan penghargaan Rp. Rp. ......
Jumlah b 1T e S S S

B. P'Ph Pasal 26 yang tclah dipotong :

. PPhyang dipotong
B

| (Tarit x Penghasil

I. Bunga Rp. Rp.
2. Dividen Rp. Rp. .
3. Royaltl Rp.
4. Scewa Rpas Rpsiaiisam:
5. Penghasilan schubungan
dengan penggunaan harta o T ST L, W, SN 20 % Rp.
6. Imbalan Jasa Rp. 20 % 140 HECTSES "
7. Hadiah dan penghargaan Rp. 20 % o 0
8. Penjualan harta di Indonesia | Rp. v, 20 % Rp.
9. Premi asuransi/reasuransi Rp. . 20 % X .ocoe o Rp.
10 Penghasilan Kena Pajak BUT| Rp. 20 % RO s .
Jumlah : e Rp. b

C. Lampiran :

1. Daftar Buktl Pemotongan 'I’h Pasal 23 / 26
2. Lembar ke-3 Surat Sctoran Pajak,
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 schanyak v (

D. Pernyataan :

wssieneee ) lombar,

Bersama Ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya discsunikan.

DIISI OLEII KPP

Petugas,

Diterima tanggal, .ovvvveeicininnnns

vy K G

tanda tengan, nama dun cap

KP.PPh.1YVISPT-95

19

Pemotong Pajak,

Nam: 3 o R e
NPWP (e o
Alamat 1 S

P PP PP

------------- ssnen

SEeessseerasannans

L T PP P PPy

BasassassanEranRay

Tanda tangan, nama dan cap

PO T L L T LS CET L TR TR ] ssassssan ssssdranhe
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Buktl Pemotongan PPh Pasal 23 /
Pasal 26 terlampir

‘P.PFPh.3.2./DBP-95

sasiesessaisaseanssenisinsssnones SHesiisg Aanissiseyifeaintneseses ) ¢ S

Pemotong Pajak

N O A e onue s s O

................ L T T PP PP

o 5 L A0 T R e SO

R P P PPy

AMBE | 3 i iesstarestossserssiution

T T PP

Tanda tangan, nawna dan cap

BENeesEsatensbaRas RN aRaray R L L L LR T T C LR AT I T I
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FESHID 9130111 g

Digital Repository Universitas Jember

P i Nama BU:!F‘_E-PS”‘_P_’Q“_QE_'", ; _.PPh_ Pasal23/26 | Keterangan
. Wellb Pajak Tanggal | Nomor ¥g dipotong (Rp.) ok o
3) @ L8 (6) KU
........................................ y resssresnsasansiosansioss 19 vovmerae
Pemotong Pajak
il Pemotongan PPPh Pasal 23 /
al 26 terlampir G G e S i esstssiasensissnsen
e v ] G S B vy ETRTNEE TSkt ens R b e snena een .
ABIMBL T Giiiiimmmsnesonssrsmivsssssissisississniasssissisisisissiesn veseressssias

'P’h.3.2./DBP-95

.................................................................
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Dig|
DEPARTEM‘I%

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PAMEKASAN

tal Regositor

KEUANGAN REPUBLIK I

UniversitaS Jerttigery

ONESIA

Kepada Yth

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk

masa

bulanm ...

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

adalah

LT e Al e, R,

1. Pegawai Tetzp

2. Mantan Pegawai yang meneri-
m: Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi dan Bonus

3. Pensiunan dan Pencrima
Pembayaran berkala lainnya

4, Pepawai Harian / Mingguan
5. Pepawai Satuan

6. Pegawai Borongan

7. Pegawai Honorer

8. Penerima Honorarium

9. Penarikan luran Dana Pensiun
pada Dana Pensiun

10. Pegawai dengan status Wajib

R

Rp.

Rp.

Rp.

-2

Rp: ==, .

Rp. ...
ML 2z

Kp. .

K.

Rp. .

Rp.

Pajak Luar Negeri Rp. 1 41 TR

11. Pencrima Imbulan Jusa
(Crang Pribadi) ) — L T P L e A e e g,
JUMLAIL i Rp. . B i s et it e
Diperhitungkan kelebhihan setor tahun schelumnya R e )
Pi'h Pasal 21 ddan Pasal 26 alas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih haros
disttor/kelebihan sctor tahun sebelomnya yang belum diperhitungkan Rp. ... i)

KP.PPh.1.1/SPT-96
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: r'«’Mliﬂi}tiniulll Pemotong Pajak
DEPARTEIMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
['IREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PAMEKASAN
= Kepada Yth

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

i

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan  disetor untuk

masa T 1] 1) R TR TR ¢ ||| || R adalah  sebesar Rp. T T T TR e

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

PRSI o :

1. Pt_tnwniT:lap \ . \ Rt P ceoves ; ; Ripefs. it

2. M antan Pegawai yamg meneriy
miv Jasa Produksi, Tantiem,

Grwtifikasi dan Bonus . Rp. = . s Rp. ..
3. Peoasiunan dan Peacrims ‘

Pesnbayaran berkala lainnya i Rp. : . Rp. ..
4. Peymwai llarian/ Mingguan . ! Rp. (L PR RN [ AT S T
5. Pepavvai Satusn . Rp. - Rp. ol v e A B e
6. Pegawm lJorongan | .. ; ! Rp. . . - D erenre e O s R
7. Pegrwai )lomorer renesrene e izt R - : s L] e . e —"
8. Penerima leaonrarium P Rp.. ... . o, T LT e e

9. Penarikan luran Dana Pensiugg

paifa Dana Pensiun i s HpN g SR ... R e
10. Pegawai dengan stafus Wajit

P2 jak Luar Negeri ’ . Rp. = = g / R =i ssantsasimiis
11. Pencrima Imbalan Jasa

(Crang Pribadi) SR N e B s s b BUfhiossssissismssmistobserosaemreonsssassnsasts

JUMLAI Rp. : e Rp.

Diferhitungkan kelebihar setor tahuin sebelumnya Ry, obbpasnspayssntsensdpan iR *)

P'i%1 Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegrwai dengan status Wajib Pajuk Luar Negeri yang. masily hweus
dis *tor/kelehihan setor tah #n scbelurinya yang belum diperhitungkan Rp. U R O SR b |

KP.PPh.1.1/SPT-96
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1.1/SPT-96)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotonge Magak teraallar
(2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan

(3) Diisi dengan jundah PPh vang dipotong

(4) dan (5) diisi olek: Petugas yang menerima SPT Masa dr KPP

(6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa 1

(7) Diisi dengan identitas lenghap Pemotong Pajak LR
(8) Diisi dengan tanda tangan. nama Jan cap Pemotong Pajak,

SPT Masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan I'asal 26 seperti yang dimaksud
dalam KEP-02/PJ./1995 jo. KEP-30/PJ/1995. Pemotong Pajak wajio menghitung, memotong dan
menyctor PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk sctiap bu.an takwim. Penyetoran pajak
dilakukan dengan menggunakan - Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
sclambat-lambatnya pads tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan wajib  mekiporkan penyetoran
tersebut dengan menggunokan SPT Masa ke KPP sclempat, selambat-limbamnya tanggal 20 bulan
berikutnya. '

Lagian A dan B
Kolom | : Golongan Peguwai
cukup jelas sesuai dengan KEP-02'PJ1995 jo KEP-30PL 1495
Kolom 2 : Jumlah Pegawai
Diisi dengan banyaknya pegawai pemotony pajak
Kolom 3 : Jumlah Penghasilan Bruto
Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepida peginvai
Kolom 4: PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang dipatong yaitu sebesae Tarif x Junilah Pengliailun Bruto
sesuai dengan KEP-02/PJ/1995 jo KEP-30.11./1995.

. _@._;
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B. I'Ph Pasal 21 yuny dipotong finul :

Penerima péabiabibil| HGupe sG] Linby BRGbaSede 1D @en yang dipoton

(Tarif x Penghasilan Bruto)
5 e e o

&

1. Pencrima Uung Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjungan Hari

Tua/Tubungan Ilari Tua vang di- .
bayarkan sckualipus, dan Hadiah
atuu Penghargaun Perlomban Rp. M AN i e b S R wiisenss e

2. Petugas Dinas Luar Asurunsi dan
Petugas Ponjaju Barang yung
menerima Komisi SRR R TPEPICR PR ROPHOoIll I 1 | T Rp.

3. Pejubuat Negara, Pegawai Negeri
SipilAnggota ABRI dun Pensiun-
an yung menerima Honorarium
dun Imbalan lain yang dibeban-
kan kepuda Kevangan Negara /
L1 | e BT 1515 2t e e Bb s o AT Rp. .... opalel

JUMLANI RV (iiasinieiiae Sazesdgs s s asssasnsspasss [ & | TS

C. Lampiran

I. Daltar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pusal 26
2. Lembur Ke-3 Surat Sctoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar Ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasu) 21 dan 2 atau Pasal 26 sehanyak &5 { s ) lembar.

D. Pornyataan
Dengan ini suya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, kengkap, dan tidak bersyarat

CUPTR e |

DIIST OLEII KI'P
Pemotong Pajak,
Diterima Gingpalil. dumismamnstnsanme: L i
Nama £
Petugas, SR
Alam:t L S ——
Tanda tangun, numa dan cap o Yot
Tundu tangan, nama dan cup
NIP

*)  Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bondabarawan
I'emerintah tidak periu mengisi

**) Coret yaag tidak perlu

KIPPIh I [/SPT-96
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Di@iF&lARéF)@)SNﬂF(hld VAN [BAN REBUB avaaN R

VERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI D-IIl PERPAJAKAN

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 68121

-,

Aleypes

2% oy o

Momor 073 PT32 tin FISHP 1772000 tember. 23 Januart 2000
Lampiran thembar
Perihal Pelakcanann Learatan Maoanoe
Kepada Yih Kepala KPP Pamckazan
T I¢. ."'\1‘\’1‘.‘.1 P Wi A .
di. -
MADTIRA
Memmndak Lt persetujnan Surat saudara N S-
PO WPRT 0K POSOT 1999 tertangea) booomber 1Y dan
fikan supat “akanwil 1X DIP Jaws haur No, 5-851
WPILODBG 01021999 terlanzenl 26 Oktobe 19949 perihal
persehiuan petmohonan keetalan  maeano malaziswa DA
Perprynkan Fakultas flmn Sesial dan Bmo Polittk Universitas
fember dh Eantor Peiavanan Pagnk Pamekasan Madura malsa
fenean ame kann menueashan mahasicwa untubk melaksanakan
mAgana « surat Ineas Jerlampir 1 cesuni denoan padwal,
Selamputnysg penssturan jadwal  dan pelak=anaan  maeane
sepenthnva kann scrabloan hepada saudara sesuai denean tata
et dan Jdisiphin her vane berfakue Fann berharap  selama
telabsmmalan mmeang  mabasiewa dibert  Lesempatan untuk
pratfel disetiap sekst vane ada & KPP Pamelasan Madura.
Vhas baninan dan Ferjasamn vang bhatk kamm sampatkan terima
Easrh
'
-

Jawa Dinmr -y Sarabaon
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DRERARRENEN REN DI WANSHAS KEBUHHYAAN &,

RSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI D-II} PERPAJAKAN

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax, (0331) 331342 Jember 68121

Surat lugas
SNomor 0?4 PES2.0 6 FISEP 1300
RDekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilme Politik P'niversitas Jemhber

menugaskan Kepada nama-nama di bawah ini

Nop | N ibm o NAA) Ketevranean
l"--‘\Iuh_umm:lnlul)ui 8. N 9. g4 Ketfun
2 JIndah Widivastutj L | e X Wakil Ketua

tintuk menpikuati Program Nagang di Kkuantor Pelavanan Pajak
Pamekasan Madwura ( satu ) hulan terhitung sejak tangeal 26 Januari
sampai dengan 26 Februari 2000

Sel. EEE Liesawak, b magany Siv ajibkan mengikuti {ata
tertib dan disiplin keria yang berviakn di hantor Pelavanan Pajak
PameKkasan Madura.

Demikian swurat tnpgas ini dibuat untuk dilaksanakan sohagaimana

semestinya,

lember, 23 Januari 2000

tAIDI RADI.MA
13600 239 058



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Qi REPMEN KA SARRRPBHASINBORRGL T
D | g Ité‘ DX§EKTO AT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA T IMUR
KANTOR PELAYANAN PAJ AK PAMEKASAN

JI. Abdul Aziz No. 142 Telephone : 0324322170

Pamckasan 322924
Faksimile : 0324 322983

Nomor © 8. 32 AVPLOY/KP.0801/2000 26 Januari 2000

Sifat Do-

Lumpiran .-

Hal ©Jadual Kegiatan Magang Mahasiswa D-II Perpajakan

FISIP Universitas Jember

Yth : - Para Kepala Seksi
- Kepala Sub Bafgian Tata Usaha
di lingkungan KPP Pamekasan

Sesual surat tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember nomor : 093/PT32.
H.6.FISIP/17°00 tanggal 23 Januari 2000, maka jadual kegiatan magang Mahasiswa D-IIl Perpajakan FISIP
Universitas Jember yang telah disusun dalam surat nomor : S-T91AVPT.09KP.0801/99 tanggal 9 Desember
1999 perlu dilakukan penibahan sebagar berikut

hNO. TANGGAL i' TEMPAT / SEKSI I KETERANGAN ]
I 1 26 Jan s/d 8 Peb 2000 ir TUP j }f
2 [9.10 Pebruan 2000 PPh OP } |
3 11,12 Pebruari 2000 PPh Badan E '
4| 14,15 Pebruari 2000 i P2PPh | |
5 | 16,17 Pebruari 2000 PPN/PTLL ;
| 6 18,19 Pebruari 2000 Pcnagihm ;
7 21,22 Pebruari 2000 PDI i;
g; g 1‘ 23,24 Pebruart 2000 I Penerimaan & Keberatan ! !
o ]l 25,26 Pebruari 2000 | Sub Bag TU ' |
L .

Demikian untuk diketahur

epala Kant L)

if/

" bngyo, SH
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Digital Repository Universitas Jember

DEFARTEMEN FENDIGT KON [RIA LR R RIR AT
UNMIVERSTIAS 10 Mo e
FOKLE TAS 11 MU SDS s Do TURHY £00 (1K

JADUN . LI TAN SERIPS AL AY YN

Har i /7gl Jam N ama Paam Tengng i kEetar ang
Kamis, 1400 M.Dwi Sukarno N l‘rﬁl SoDyoko Toer nomo MG |k elta
17~ 102000 71004 /P A alk Drs.SBasongko, M5 Anggota
LETAMA
Jumat 15. 750 Wawan Indratikte alDy Sehasorgbo MG L Ferlyia
LO=10-2000 FT =1L FRag ak Dra. .M. Sonarvo DW, Aniggot a
VITAFN
Jomal, O3 L O ¢ b Puvljiasbal i Drss, Rgos aalibardjo, Mo Fetua
S0 102000 FHOTIBFADNT IFraf.Dii.kabol Santoao, MG | Sal e et ar
ITARN s Rahwa b Mor jana Qo o
De s, Subar tona, M8 RIETATA TR A
DiseT Felat MHastil a To A |
PRI Jdember , 14 DF tober 2000
L ;\‘ l
Wi 1ag FPendidikan

SOND, S
NIP.1TIA4605]
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DATA RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

2.

Nama lengkap

NIM

Jurusan/Program Studi
FFakultas
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Alamat

B. Latar Belakang Pendidikan

- 970903101084

* Prin

- Islam

Tamanan - Bondowoso

- Muhammad Dwi Sukarno Nur Hidayat

- lmu Administrasi / D 11 Perpajakan

: i Sosial dan Hina Politik

- Bondowoso / 29 Jul 1978

- Belakang Masjid Tamanan, Rt.2/Rw1/n0.9

Nama Sekolah Tahun lulus Tempat
SD Negeri Tamanan | 1990  Tamanan
SMP Negefi_U—l Tamanan | (993 " Tamanan
SMIA .Ncgcr-iulﬂ?;(‘)ntlmw;s:'(i) ----- ) 1996 Bondowoso
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